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ABSTRAK : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 

tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo telah menetapkan 
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 18 
Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Tata 
Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo; 
bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan tata naskah dinas yang tertib, 
efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata kelola 
naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b;  
    
Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Purworejo ini adalah: 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 758); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 



Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 dan terakhir 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean 
Naskah Dinas di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 

 
 

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo 

Nomor 20 Tahun 2026 diatur tentang: 

1. Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola Naskah Dinas di 
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. 
 

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan tanggal 28 September 2026. 

- Lampiran 39 halaman. 
 

 


